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PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat serta memberikan pelayanan di bidang
laboratorium kesehatan di Daerah perlu membentuk
unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

bahwa  berdasarkan  Peraturan | Daerah  Kota
Pekalongan Nomor 5 Tahun | 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekalongan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan| Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Teknis Laboratorium
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota
Pekalongan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b,|perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Labn}mﬂum Kesehatan

Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Da%r Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang P;erubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-kota besar daili(nta—kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembargn Negara Republik
Indonesia Nomor 551);




Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun| 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

Pemerintahan Daerah (Lembaran

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun| 2014 tentang

egara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

dengan Undang-
Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tah

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang |
Republik Indonesia Tahun 1988 Nom
Lembaran Negara Republik Indonesia Ng

un 1988 tentang
Daerah Tingkat II
II Pekalongandan
Lembaran Negara
nr 42, Tarnbahan
mor 3381);

Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan |

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

epublik Indonesia
mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) s{ehagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah [Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Fasilitas Layanan Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 299, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5932};

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita | Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);

. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Pekalongan (Lembaran Dae
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Le
Pekalongan Nomor 85);

10.Peraturan Walikota Nomor 68 T
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
LABORATORIUM KESEHATAN DAER
KESEHATAN KOTA PEKALONGAN.

Kota Pekalongan
Daerah Kota

un 2018 tentang

dan Fungsi serta
Pekalongan (Berita
Nomor 69);

DRGANISASI DAN
TEKNIS DAERAH
AH PADA DINAS




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae menurut azas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi selias-luasnya dalam
istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonegsia sebagaimana
Eimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik |Indonesia Tahun

045.
3. merintah Daerah adalah Walikota sebagai wuns penyelenggara
erintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uru Pemerintahan

g menjadi kewenangan Daerah otonom.
alikota adalah Walikota Pekalongan.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
epala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas yang melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. [Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melak anakan kegiatan
rteknis tertentu yang secara langsung berhubungan ngan pelayanan

™ SRR

masyarakat.

9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksan kegiatan teknis
tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi
induknya. ,

10. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan y 'g melaksanakan
pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan [yang berasal dari
manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis
penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyar:aka*.

11. | Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang
selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah unit pelaksana tugas teknis
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan ;’a$u kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

12 | UPTD kelas A adalah UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar.

13. | Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi
' dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
| keahlian dan keterampilan tertentu.

|
BAB II J}
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) | Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas
(2)| UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Liabkesda Kelas A.




(1)

(2)
(3)

(1)

(2]

(1)

(2)

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3
PTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 1

nerupakan unsur

elaksana tugas teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan| teknis penunjang

rtentu di bidang laboratorium kesehatan masyarakat
linik.

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Labkesda, terdiri atas :
n.  Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Labkesda

Pasal 5

lan laboratorium

'empat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Labkesda berada di Daerah.
UPTD Labkesda dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkcduduran di bawah dan

Bagan organisasi UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpisahkan dari

UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan tugas feknis operasional

b. Laboratorium Klinik.

‘dan/atau kegiatan penunjang tertentu di bidang sebagai berikut:
'a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan |

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
| Labkesda mempunyai fungsi: .
'a. pelayanan teknis operasional laboratorium kesehatan masyarakat,

antara lain:

1. pemeriksaan secara bakteriologi;

2. pemeriksaan secara fisika;

3. pemeriksaan secara kimia; dan

4, pemeriksaan makanan dan minuman.

b. pelayanan teknis operasional laboratorium klinik, arlltara lain:

pemeriksaan darah rutin;
pemeriksaan kimia klinik;
pemeriksaan serologi dan imunologi;
pemeriksaan mikrobiologi;
pemeriksaan parasitologi; dan
pemeriksaan bebas narkoba.
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c. pelayanan rujukan laboratorium kesehatan |masyarakat dan

laboratorium klinik,




(1)

(2)

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPID yang dalam
elaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
epala Dinas.

epala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada aygt (1) mempunyai

ugas:

menyusun program kegiatan UPTD Labkesda bgrdasarkan hasil
evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian Elan Kepala Seksi
di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan pembinaan pelayanan administrasi umuimn,
ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan
keuangan di lingkungan UPTD Labkesda;
melaksanakan koordinasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan
oleh pejabat fungsional yang ada di UPTD Labkesda;
melaksanakan pemberian layanan pemeriksagn laboratorium
kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik den menggunakan
metode dan peralatan yang tersedia;

menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan sertifikat perizinan
industri rumah tangga dan sertifikat laik hyginie sanitasi berdasarkan
hasil pemeriksaan/pengujian;

melaksanakan pelayanan pemeriksaan/ pengujian| sampel air dan
makanan/minuman, sesuai dengan standar Kkesehatan untuk
meningkatkan kualitas dan mengurangi tingkat resiko pada saat
dikonsumsi masyarakat di Daerah;

melaksanakan sosialisasi bersama dengan bidang terkait dalam upaya
peningkatan kualitas air dan makanan/minuman, terhadap kesehatan
manusia;

melaksanakan perencanaan dan pengadaan kebutuhan sarana,
prasarana, dan bahan untuk keperluan pemeriksaan di UPTD
Labkesda;

menyusun bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan

laboratorium kesehatan lingkungan dan laboratorium klinik.
|

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha |

Pasal 7

(1) | Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berad di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai

(2)

tugas:

a.g menyusun bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan koordinasi dan penyusunan program Kkerja dan
kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

c. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan

anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan |laporan keuangan
dengan menginventarisasi kebutuhan keuangar], menyusun dan




menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan
administrasi keuangan sehingga terselenggaranya te
keuangan;

seluruh proses
rtib administrasi

mengelola ketatausahaan dan administrasi umum yang meliputi surat

masyarakat,

rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumentasi dan kearsipan

menyurat, administrasi perjalanan dinas, huhun%;m

secara berkesinambungan serta mengelompokkan s
dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan d
umuim;

mengelola dan melaporkan administrasi
mengelola data administrasi kepegawaian secara be
serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepe
tertib administrasi data kepegawaian;

melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan prog
kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat,

suai kebutuhan
lan administrasi

kepegawaian dengan

rkesinambungan
ntingan sehingga

ram administrasi
organisasi dan

tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD
Labkesda guna mendukung kelancaran pelaksanaan fugas;

g. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan kerja a dengan pihak
ketiga; dan

h. menyusun bahan penyusunan evaluasi dan pelapo

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

| Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas me akukan kegiatan
'dalam menunjang kegiatan UPTD sesuai dengan jabatan fungsional
'masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan pemnd:rang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan
fungsional sesuai bidang keahliannya.

(3} |Jumlah Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dima][(sud pada ayat (1)
| ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5)  Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ke*entuan peraturan
i perundang-undangan. |

(6) | Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan fungsional dan p jla hubungan kerja
' Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
' dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

(1)| Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala
Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional| wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik| dalam lingkungan
internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

UPTD, Kepala Sub




(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

Pe

Dalam rangka membantu Kepala Dinas, Kepala UPTD melaksanakan
coordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

{epala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksansakan pengawasan
yawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-
angkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- ] o e ] e |

epala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bgrtanggung jawab
emimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberi bimbingan serta
etunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

epala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajjb mengikuti dan
ematuhi petunjuk dan Dbertanggung jawab pa atasan serta
enyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

tiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari baw.
an dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lapo

nya wajib diolah
lebih lanjut.

alam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
isampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
empunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mengad

| rapat berkala
idalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Dalam melaksanakan program kegiatan, Kepala | UPTD Labkesda
berkoordinasi dengan bidang Pelayanan dan Sumber Da},uf Kesehatan.
| BAB YV
KEPEGAWAIAN |
Pasal 10 |

'Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
| Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai

'dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
Fungsional, terdapat jabatan pelaksana.

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ditentukan berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
anaan tugas dan fungsi UPTD Labkesda mulai dilaksanakan pada saat

ditetapkannya Pejabat UPTD Labkesda berdasarkan Peraturan Walikota ini.




Pasal 12
Peratiiran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

b

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Juli 2020

WALIKOTA PE AN,

M. SAELANY MACHFUDZ
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